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Pengaturan Konsepsi Negara K epulauan dalam UNCL OS 1982 memberikan dasar hukum yang diakui
secarainternasional sekaligus serangkaian hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengklaim dirinya
sebagai negara Kepulauan, salah satunya Indonesia. Bagi Indonesia, pengaturan ini memperkuat dan
menyempurnakan klaim yang dilakukannya pada tahun 1957 sebagai Negara K epulauan, jauh sebelum
UNCLOS 1982 ditandatangani, dan juga memberikan hakhak dan kewajiban-kewajiban pada Indonesia.
Salah satu hak yang diberikan oleh UNCLOS 1982 adalah hak untuk membentuk dan menetapkan
archipelagic sealane atau alur laut kepulauan, yaitu suatu jalur yang menghubungkan antara satu bagian laut
lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan
berfungsi untuk perlintasan kapal-kapal asing, baik kapal dagang, maupun kapal perang. Hak ini telah
dilaksanakan oleh Indonesia melalui penetapan tiga ALKI yang diatur lewat PP No. 37 Tahun 2002.
Mengingat pentingnya makna alur tersebut bagi Indonesia maupun duniainternasional, tidak hanyadari segi
komersial, namun juga militer, maka sudah sepantasnya negara kepulauan yang bersangkutan melakukan
tindakan yang diperlukan untuk mengamankan alur-alur tersebut dari gangguan yang mengancam baik
terhadap kapal-kapal asing yang lewat disitu maupun terhadap kepentingan nasionalnya. Dalam kaitannya
dengan hal ini, TNI-AL yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk
menegakkan hukum dan mengamankan perairan Indonesia memiliki peran yang sangat besar. Dalam skripsi
ini akan dibahas konsep pengamanan ALK berdasarkan UNCLOS 1982 dan PP No.37 Tahun 2002, serta
langkah-langkah dan kebijakan yang telah dilakukan TNI-AL dalam rangka pengamanan ALKI tersebut,
beserta dasar hukum dan kasus terkait yang pernah terjadi di ALKI.

...... The incorporation of Archipelagic States Conception and Principlesin the UNCLOS 1982 gives alegal
basis recognized by international law as well as certain rights and obligations for those states who claim
themselves to be Archipelagic State, one of them is Indonesia. For Indonesia, thisincorporation strenghten
dan perfectsits claim as an Archipelagic State done in 1957, long before UNCLOS 1982 was signed, and
also givesrights and obligations to Indonesia. One of theright that is governed by UNCLOS 1982 isthe
right to designate archipelagic sealanes, alane that connects one part of the high seas or exclusive economic
zone with another part of high seas or exclusive economic zone, and functions as a passage for internationa
ships, whether merchant or government ships or warhips. This right has been excercised by Indonesia
through the designation of three archipelagic sealanes known as 'Alur Laut Kepulauan Indonesia or ‘ALK
as regulated in the Government Regulation Number 37 Y ear 2002. Considering the importence of that sea
lanes for Indonesia as well as International worlds, not just commercially, but also miltary, thereforeit is
vital for the archipelagic state in question to take meassures to secure the sea lanes from any obstructions
that can endanger foreign ships passing through the sea lanes, as well asits own national interests. In this
case, the Indonesian Navy (TNI-AL), that has authorities and jurisdictions given by Indonesian laws to
enforce law and security of Indonesian waters plays abig role. In this mini thesis, the concept of the security
of ALKI based on UNCLOS 1982 and Government Regulation Number 37 Y ear 2002 will be dicussed,
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along with the steps and policy that has been taken by TNI-AL to secureit, as well asthe legal basis and
relevant cases.



